Menimbang

Mengingat

WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR =32 TAHUN 2021
TENTANG

TIM PERENCANAAN OBAT TERPADU
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

bahwa dalam upaya meningkatkan ketersediaan
obat, bahan medis habis pakai dan perbekalan
kesehatan Tahun 2021, maka perlu dibentuk Tim
Perencanaan Obat Terpadu Kota Banjarmasin
Tahun 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Walikota tentang Tim Perencanaan
Obat Terpadu Kota Banjarmasin Tahun 2021;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar
Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1206);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin tahun 2016 Nomor 7,
tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 40);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran
2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2020 Nomor 7);

Peraturan Walikota Kota Banjarmasin Nomor 98
tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Penjabaran
APBD) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 137);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1121/Menkes/SK/XII/2008 tentang Pedoman
Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar;

MEMUTUSKAN :

Tim Perencanaan Obat Terpadu Kota Banjarmasin
Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan Walikota ini.



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 298, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5607);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009
tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5044);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2013
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35
tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5419);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun
2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1676);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementrian Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2015 Nomor 1508);



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU adalah :

a. melakukan pembahasan / evaluasi dan menetapkan
perencanaan kebutuhan obat di Kota Banjarmasin;

b. melakukan perhitungan perencanaan kebutuhan
obat terhadap anggaran yang tersedia;

c. memberikan data jenis jenis obat yang sering
dipakai dan pola penyakit yang ada di Fasilitas
Kesehatan TK. Pertama (FKTP/ Puskesmas);

d. melakukan evaluasi dan penyediaan anggaran
kebutuhan obat Kota Banjarmasin; dan

e. menyampaikan laporan insidentil ataupun berkala
kepada Walikota Banjarmasin.

Segala  biaya yang  timbul sebagai  akibat
dikeluarkannya Keputusan Walikota ini dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Banjarmasin c¢q. DPA Dinas Kesehatan Tahun
Anggaran Tahun 2021 pada Kegiatan Peningkatan
Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam

Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal &6 Maret 2G21
Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,

S

MUKHYAR



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 235> TAHUN 2021
TENTANG

TIM PERENCANAAN OBAT TERPADU
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PERENCANAAN OBAT TERPADU
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NO NAMA / JABATAN JABATAN DALAM TIM
1 | Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Penanggung Jawab
2 | Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Koordinator
3 | Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Ketua
Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin

4 | Kepala UPTD Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin Sekretaris

S5 |Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Anggota
Kesehatan Kota Banjarmasin

6 |Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Anggota
Penyakit Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin

7 | Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan, Anggota
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota
Banjarmasin

8 | Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Anggota
Kota Banjarmasin

9 [Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Anggota
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin

10 | Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT Dinas Anggota
Kesehatan Kota Banjarmasin

11 |Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Anggota
Banjarmasin

12 | Kasubbag Keuangan dan Perencanaan Dinas Anggota
Kesehatan Kota Banjarmasin

13 |Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Anggota
Masyarakat

14 | Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Anggota

15 | Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Anggota
Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

16 | Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Anggota

Menular




17 | Dokter Umum Puskesmas Anggota
18 | Dokter Gigi Puskesmas Anggota
19 | Apoteker Dinas Kesehatan Anggota
20 | Apoteker Instalasi Farmasi Kota Banjarmasin Anggota
21 | Apoteker Puskesmas (2 Orang) Anggota

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,

—

MUKHYAR




10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 298, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5607);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009
tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5044);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2013
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35
tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5419);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun
2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1676),

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementrian Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2015 Nomor 1508);



